
PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 


NOMOR 04 TAHUN 2003 


TENTANG 


ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR 


Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR KALI MANTAN TIMUR, 

a. 	bahwa untuk kepentillgan pelaksanaan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dipandang 
perlu mempertimbangkan karakteristik, petensi, kebutuhan daerah, 
kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sumber daya 
apari:ltur ; 

b. 	bahwa sambil menunggu berlakunya secara efektif Peraturan 

Pemerintah Nemor 8 Tahun 2003 maka pembentukan Perangkat 

Daerah Propinsi Kaiimantan Timur masih menggunakan Pel-aturan 

Pemerintah Nomer 84 Tahun 2000; 


c. 	bahwa sehubungan dengan huruf a dan b maka dipandang perlu 
menata kembali Organisasi Perangkat Daerah Propinsi K2llimantan 
Timur, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Prepinsi 
Kalimantan Timur. 

1. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentu ka n 
Daerah-Daerah Otonem Propinsi Kal imantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembari:ln Nega ra Tahun 1956 
Nomor 65;Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106); 

2. Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60;Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3839); 

3. 	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan 
Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Tahun 1999 Nemer 72;Tambahan Lembaran Negara 

Nemor 3848); 

4. Peraturan Pemerintah Nemor 25 Tahun 2000 tentang Kewena ngan 
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonem 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54;Tambahan Lem baran 

Negara Nemor 3952); 

5. 	Peraturan Pemerintah Nemor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Organisasi Perangkat Dae:ah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nemer 165,); 
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6. 	Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
Pengangkatan Pegawai Negeri Da!am Jabatan Struktural jo 

Pemerintah Nomor Tahun 2002( Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Negara !\Jamar 
4018); 

Peraturan Pemerintah Namar Tahun 2001 tentang Pembinaan 
dan Pengawasan atas Daerah 
(Lembaran Negara Tdhun 411 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4090); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2001 tentang 
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Tahun 2001 
Namor Tambahan Lembaran Nomor 4095); 

9. Peraturan 	 Pemerlntah Namor 8 Pedoman 
Organisasi Perangkat Daerah ( Tahun 
Namar 14, Tambahan Lembaran Namar 4262 ) ; 

10. 	 Pemerintah Nomar 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian 
Sipil ( Tahun 2003 Nomor 15, 

); 

11. Keputusan Presiden Tahun 1999 tentang 
Penyusunan dan 
Rancangan Undang-undang, 
Rancangall Keputusan Presiden 
Nomor 70 ); 

Memperhatikan 1. 	 Keputusan Menter! Aparatur Negara Namar 
30/KEP/M.PAN/5/2002; 

2. 	 Keputusan Bersama Menteri Aparatur Negara dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 	 PAN/4/2003 dan Nomor 

Tahun 2003; 

Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Propinsi Kalimantan 
llmur Nomor Tahun 2003 
Rancangan Peraturan Daerah Kalimantan llmur menjadi 
Peraturan Daerah Pen:mgkat Daerah Propinsi 
Kalimantan llmur. 

Dengan "'d'l'C!al'. 

RAKYAT DAERAH 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH 
DAERAH PROPINSI 
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BAB I 

1 

Dalam 	 ini yang dimaksud dengan : 

a. 	 Daerah adalah Daerah Otonom Propinsi Kalimantan 

b. 	 Perangkat adalah organisasi/lembaga pada yang 
bertanggung jawab kepada Kepala penyelenggaraan 
pemerintahan yang terdiri dari Daerah, dan 
Lembaga Daerah dengan kebutuhan 

c. 	 Pemerintah Daerah adalah Daerah beserta ...."' ..::>"11 Daerah Otonom 
"'"'~''''-j'''' Badan Eksekutif Daerah; 

d. 	 adalah penyerahan oleh pemerintah 
otonom dalam kerangka Kesatuan Indonesia; 

e. 	 Dekonsentl'asi adalah pelimpahan wewenang dar! Gubernur 
Wakil Pemerintah dan/atau Perangkat Pusat di 

f. 	 Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur; 

Sekretariat Daerah adalah unsur Pembantu Pimpinan 

h. 	 Daerah Propinsi adalah Sekretaris Daerah 
mempunyai membantu Gubernur dalam 
pemerintahan, administrasi, dan 
teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah 

i. 	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Propinsi 
Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, dipimpin 
bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan 
Sekretaris Daerah Propinsi; 

j. 	 Propinsi adalah unsur pelaksana 
seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya 
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 

k. 	 Lembaga Teknis Daerah Propinsi adalah unsur 
sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat dan 
seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya 
jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 

I. 	 Unit Pelaksana adalah unsur pelaksana 

m. 	 adalah Tingkat Jabatan Struktural. 

Dllerah; 

Kalimantan Tim;Jr yang 
penyelenggaraan 

mernberikan 

Kalimantan Timur yang 
unsur pelayanan tcrhadap 

Sekretaris 
secara administratif dibina 

Propinsi yang diplmpin oleh 
di bawah dan 

tugas tertentu yang karena 
Daerah, yang dipimpin oleh 
di bawah dan bertanggung 

Dinas/Lembaga Teknis 
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BAB II 

ORGANISASI 

2 

(1) Perangkat 	 atas; 

a. Sekretariat Daerah Prop:nsi; 
b. DPRD Propinsi; 
c. Propinsi; 
d. Teknis Propinsi; 
e. Unit Pelaksana Teknis. 

(2) 	Pola Organisasi Perangkat mencakup jurnlah bentuk, 
besaran organisasi didasarkan k2pada kebutuhan, kemampuan dan 

karakteristik daerah. 

(3) Dalam 	 melakukan Perangkat 
kepada anaiisis kebutuhan organisasi aspek 
pertengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efektifitas, rasionai dan 
produktif mempunyai visi dan misi yang jelas. 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI 
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROPINSJ. 

Bagian Pertama 

Sekretariat Daerah 

Pasal3 

(1) Organisasi Sekretariat Daerah Propinsi, 

a. Daerah Propinsi; 
b. 	 Asisten; 
c. 
d. 	 Bagian; 
e. 	 Sub Bagian. 

(2) 	 Daerah Propinsi merupakan unsur pimpinan Pemerintah 
dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung 
kepada Gubernur. 

(3) Sekretariat 	 Propinsi mempunyai tugas dalam melaksanakan 
tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, dan tata laksana serta 
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh U",,."'nl'1 Daerah Propinsi. 

(4) Dalam 	 tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris Daerah 

Propinsi mempunyai fungsi : 

a. 	 pengkoordinasian perurnusan kebijakan Pemerintah Propinsi; 

penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 
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c. 	 pengelolaan sumber daya aparatur, keuanganf dan sarana Pemerintahan 
Daerah Propinsi; 

d. 	 pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sesuai dengan 

fungsinya. 


Bagian Kedua 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat .""...,"".... 

4 

(1) Susunan Organisasi DPRD Propinsi, terdiri 

a. 	 Sekretaris; 
b. 	 Bagian; 
c. 

(2) 	Sekretariat DPRD Propinsi merupakan unsur 
dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung 
secara administratif dibina oleh Daerah 

(3) 	Sekretariat Propinsi rnempunya i pelayanan 
kepada Anggota DPRD Propinsi. 

(4) 	Dalam menyelenggarakan sebagaimana dalam (2) 
DPRD mempunyai 

a. 	 fasintasi Pimpinan Anggota DPRD 

b. 	 pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota 
DPRD Propinsi; 

c. 	 pengelola usaha DPRD Propinsi. 

Bagian Ketiga 

Dinas Daerah 

Pasal5 

(1) Organisasi Daerah Propinsi, terdiri atas : 

a. 	 Dinas Pekerjaan Umum dan Kimprasw!l; 
b. 	 Dinas Pertanian Tanaman Pangan; 
c. 	 Dinas Perkebunan; 
d: 	 Dinas Peternakan; 
e. 	 Dinas Kelautan dan Perikanan; 
f. 	 Dinas Kehutanan; 


Dinas Pertambangan dan Energi; 

h. 	 Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi; 
i. 	 Dinas Perhubungan; 
j. 	 Dinas Sosial; 
k. 	 Dinas Kerja dan Transmigrasi; 
I. 	 Dinas Pendidikan; 
m. 	Dinas 
n. Pendapatan; 
o. 	 Dinas Pariwisata. 
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(2) 	Susunan Organisasi Dinas Propinsi, terdiri 

a. 	 Kepala Dinas; 
b. 	 Wakil Kepala Dinas; 
c. 	 Kepala Bagian/Kepala Bidang; 
d. 	 Kepala Sub Bagian/Kepala Sub 
e. 	 Unit Pelaksana (UPTD); 
f. 	 Kelompok Jabatan Fungsional. 

(3) Dinas Daerah Propinsi merupakan unsur pelaksana Propinsi dipimpin oleh 1.1<1:111"1"101" 

seorang Kepala yang berada di bawah dan jawab kepada Gubernur melalui 
Sekretaris 

(4) 	 Daerah Propinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dan 
dapat ditugaskan untuk melaksanakan wewenang yang dilimpahkan 
oleh Pemerintah kepada Gubernur selaku Wakil rangka dekonsentrasi. 

(5) 	Tugas dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam (4) dilaksanakan oleh Dinas 
yang hersesuaian. 

(6) 	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (5), Dinas Daerah 
Propinsi mempunyai fungsi : 

a. 	 perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup 

b. 	 pemberian perizinan dan V<::ICII';:)<J pelayanan 

c. 	 pembinaan pelaksanaan sesuai dengan lingkup tugasnya. 

(7) Untuk melaksanakan kewenangan 	 dibentuk 
Unit Pelaksana Teknis Dinas atau 
beberapa Daerah KabupatenjKota. 

(8) Unit Pelaksana Teknis Dinas 	 Propinsi dimaksud dalam (7) 
menyelenggarakan fungsi : 

a. 	 pelaksanaan kewenangan Propinsi yang masih ada di Kabupaten/Kota; 

b. 	 pelaksanaan kewenangan KabupatenjKota yang pada Propinsi sesuai 
dengan peratl1ran perundang-undangan; 

c. 	 pelaksanaan Pemerintah kepada Propinsi dalam 
rangka dekonsentrasi. 

(9) 	tJnit Pelaksana Teknis Dinas Propinsi I""",U,-, dalam ayat (7) dan ayat 
(8), merupakan Dinas 

lembaga 

(1) Organisasi Lembaga Teknis Propinsi, atas : 
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a. 	 Badan Perencanaan Pembangunan 
b. 	 Badan 
c. Promosi dan Daerah; 
d. 	 Badan Penqendalian Lingkungan 
e. 	 Badan Kepegawaian 
f. 	 Badan Pendidikan dan Latihani 
g. 	 Badan Penelitian dan Daerah; 
h. 	 Badan Kesatuan dan Pe:lindungan 
i. 	 Badan Masyarakat; 
j. Perpustakaan; 
k. 	 Badan Arsip dan 
I. 	 Kantor Penghubung. 

(2) 	Susunan Organisasi Daerah Propinsi, 

a. 	 Kepala Badan; 
b. 	 Kepala Bagian/Kepala Bidang; 
c. 	 Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Kepala 
d. 	 Kepala Urusan/Kepala Sub 
e. 	 Unit Teknis; 
f. 	 Kelompok 

(3) 	Lembaga Propinsi mempunyai tugas 
sifatnya tidak tercakup 


tugasnya. 


(4) 	 Propinsi merupakan unsur 
oleh seorang Kepala yang di bawah dan 
melalui Sekretaris Daerah. 

(5) 	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

Propinsi mempunyai fungsi : 


a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup 

penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

(6) 	Lembaga Tek! Propinsi dapat membentuk 
untuk tugas yang wllayah 
Kabupaten/Kota. 

7 

(1) Daerah Propinsi adalah 
(2) 	 Sekretaris Daerah 


berbentuk Badan, dan 

(3) 	Kepala Biro dan Wakil Kepala 
(4) 	Kepala Kantor, Kepala Bagian, Kepala Bidang, dan 

Dinas/Lembaga Propinsi adalah Jabatan 
(5) 	Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Kepala Sub 

Eselon IV.a; 
(6) 	Kepala Urusan dan Kepala Sub pada Kantor 

V.a. 

dari : 

tertentu yang 
dalam lingkup 

tugas tertentu, dipimpin 
jawab kepada 

ayat (3), Lembaga Teknis 

Pelaksana Teknis tertentu 
meliputi lebih satu 

yang 

adalah Jabatan 

adalah Jabatan 
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v 

PEMBIAYAAN 

Pasal8 

Segala biaya yang diperlukan 
Propinsi dibebankan pada Anggaran 
Timur. 

VI 

9 

(1) Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Organisasi dan Tatakerja 
serta Uraian Tugas masing-masing Organisasi Daerah Propinsi ditetapkan 
dengan Keputusan Gubernur. 

(2) 	 Struktural Asisten, Biro, Bagian/Bidang/Sub Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi 
/Urusan/Sub Seksi pada Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas Propinsi 
dan Lembaga Teknis Daerah Propinsi yang penggabungan 
dan/atau likuidasi maka jabatan tersebut menjadi gugur dan diberhentikan jabatannya 
oleh Gubernur. 

(3) Perubahan Organisasl Perangkat Daerah Propinsi ;;)C U'UU<>I I 	 dalam ayat (2) IUr..""..lU 

sesuai kebutuhan riil organisasi didasarkan kewenangan, kebutuhan, 
kemampuan, dan analisis beban yang dan ditetapkan 
keputusan Gubernur. 

(4) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur 
Tatakerja Daerah, DPRD, dan Lembaga 
Daerah berbentuk Badan/Kantor yang diakibatkan dad perubahan Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah, sehubungan dengan Penataan dapat ditinjau 
disesuaikan dengan yang berlaku dan ditetapkan 
melalui Keputusan Gubernur. 

(5) 	Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sakit Umum 
diatur melalui Peraturan Daerah tersendiri. 

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Nomor 02 Tahun 2001 
tentang Perangkat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Daerah Nomor 03 
Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja SEkretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Propinsi Kalimantan Timur dinyatakan tidak berlaku. 
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BAB VIII 


KETENTUAN PENUTUP 


Pasal 11 


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantt!n Timur. 

Disahkan di Samarinda 

pada tanggal 18 Desember 2003 


Diundangkan di Samarinda 

pada tanggal 18 Oesember 2003 


LEMBARAN OAERAH PROPINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 040 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH PROPINSI TIMUR 

NOMOR 04 TAHUN 

PERANGKAT DAERAH KALIMANTAN TIMUR 

I. PENJELASAN UMUM 

Salah satu aspek yang cukup melaksanakan implementasi 
Daerah adalah kelembagaan l.1ar:>nn Daerah yang berdasarkan 

Undang-undang Nemer Tahun 1999 bahwa Perangkat 
Daerah terdiri Sekretariat Daerah, Lembaga Teknis Daerah 
dengan kebutuhan Daerah. 

Ketentuan ditetapkan lebih (1) yang 
Susunan Organisasi ditetapkan dengan 

Daerah sesuai dengan pedoman ditetapkan dengan Peraturan 
Sesuai dengan yang Pemerintah dalam rangka 

ketentuan tersebut telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomer 
seutuhnya pedoman Organisasi yang memberikan 

yang sangat besar kepada Daerah dalam penyusunan dan 
sebenarnya 

Perangkat Daerah tetap 
potensi dan kebutuhan 

sumber daya aparatur serta 

Daerah lebih diarahkan 

proporsional diatur transparan 

eleh karenanya organisasi Dar:","'"'' 


misi yang jelas. Selanjutnya 

nyata dan mengikuti strategi 


yang telah ditetapkan. 


Berkenaan dengan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 
2000, lalu ditetapkannya Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 dalam rangka 
mewujudkan Organisasi Perangkat Daerah yang secara teorilik dan konseptual 
menggunakan pendekatan kewenangan wajib diatur dalam Undang~ 
undang Nomor 22 Tahun 1999. Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 
Tahun 2001 disesuaikan dengan perubahan Pemerintah Nemer 84 
Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2003 dilakukan secara 
bertahap dengan efektif tersebut berlaku. 
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PASAL 

1 huruf a sid huruf k 

Cukup 

1 Huruf I 

Kepala Unit Pelaksana Dinas Daerah Propinsi jawab kepada Kepala 
Propinsi yang bersangkutan 

1 huruf m 

2 

Pasal 3 

Cukup Jelas 

Pasal 4 

Cukup Jelas 

Pasai 5 

Cukup 

6 

Jelas 

7 

Ayat (1) sid ayat (5) 

(6) 

Va, hanya di Kantor 



JeJas 

11 


Jelas 
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